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CNTIAN PELAKSANAAN PERATURAN DA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : (&K /09 Tahun 200.

TENTANG

L4

RAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 180/108 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari
setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah,
Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan
Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama
kepala daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Penghentian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

KESATU . Menghentikan Palaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo, sebagai berikut :

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena
bertentangan dengan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2010 tentang Irigasi, karena bertentangan dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air sebagai dasar Pembentukan
Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi
dimaksud seluruh Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri, termasuk Peraturan Daerah
sebagal tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Beberapa kententuan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah :

a. Pasal 20 ayat (2) huruf h dan Pasal 23 huruf h
bertentangan dengan :

1) Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-
[X/2011 yang menyatakan kata “golf” dalam Pasal
42 ayat (2) hurut g Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Dbertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan



2) Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah, Daerah dilarang menetapkan
Peraturan Daerah tentang pendapatan yang
menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

b. Pasal 46 ayat (3) bertentangan dengan Lampiran
Romawi I Huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengenal Pembagian urusan Bidang Pemerintahan
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub urusan
mineral dan batubara yang menyatakan bahwa
penetapan harga patokan mineral bukan logam dan
batuan merupakan urusan Pemerintah Daerah
provinsi, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten
tidak diberikan kewenagan untuk mengatur hal
tersebut.

c. Pasal 62 ayat (3) bertentangan dengan Lampiran
Romawi I Hurut CC angka 2 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengenar Pembagian urusan Bidang Pemerintahan
Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub
urusan geologli yang menyatakan bahwa penetapan
nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi
merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi,
sehingga pemerintah daerah kabupaten tidak
diberikan kewenangan untuk mengatur untuk
mengatur hal tersebut.

d. Pasal 104 bertentangan dengan Lampiran II angka
210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan vang

menyatakan bahwa “dalam pendelegasian
kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi
blangko”.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Air Tanah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Air Tanah, karena bertentangan
dengan :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
X1/2013 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai dasar
Pembentukan Peraturan Daerah bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;

b. bertentangan dengan Lampiran Romawi I Huruf CC
angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.



5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun
2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan
Batuan, karena bertentangan dengan Lampiran Romaw |
Huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

KEDUA - Perangkat Daerah yang membidangi Peraturan Daerah
sehagaimana dimaksud diktum KESATU menghentikan
pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal > Tonuati 20073,

BUPATI SUKOHAR.IO,

qp—-—-‘c—d
WARDOYO WLIAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikinm
kepada Yth. :

. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;
2. Sckretans Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,

3. Asisten Pemenintahan Seckretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo d

Sukohano;
4. Asisten Perekonoman dan

Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum
Sekretans Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.




